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1. b. hv dalarn rangka optimalisaei k\ne~fo D!."O-o: oaial P flu
perurnusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
N mor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Su unan
Perangk t Daerah Provinsi Kalimantan Sclatan, dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, rnenetapkan
perlunya perumusan, fungsi dan ureian tuglls setiap Perangkat
Daerah:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
d lam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian fuga Dinas
Sosial;

1. Pas I 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar N gara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
P mbentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebag . Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndon in
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

3. Und ng-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Ke ejaht raan
njut Usia (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nornur 190, Tambah n Lernb an Negara Repuhlik Indon ia
om r 47. );
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Undan -Undang Nomor 23 Tahun 2002 ternan Perlin un n
Anak (Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
N mar 4235) sebagairnana telah diubab beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ten tang
P rietapan Perat.uran Pemerirrtah Pengganti Undang-Undang
Nornor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga [Lernbaran Negara Republik
Indone-sia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145,
Tambah an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraruran Perundang-undangan (Lembanm Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraruran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 83, Tam bah an Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 5235);

10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penye1enggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Undang-Vndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistern
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 153,Tambahan Lernbaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 5332);

12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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13. Undang-Und g Nomor 23 Tahun 2014 ten g P rnerin h n
D erah (Lernbaran Negara Republik Indone ia Tahun .014
Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara R publik Indon i
Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberape kali, t r ir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 t ntnng
Perubahan Kedu Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pernerintahan Daerah (Lernoarnn Negnra Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lern ron N
Republik Indonesia Nomor 5679);

L4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Peny dan
Disabilitas (Lembaran Negara R publik Indon sin Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lernbaran Negara Republik Ind ne is
Nomor 5871);

15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pek rja Sosial
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 iahun 1980 teritang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran N gara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 177);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan
Kesejahteraan Sosial 8agi Fakir Ml~kin ~Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha
Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai MasaJah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 ten tang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lernbaran Negarn
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentan
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Ialui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik lndone ia
Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lernbaran Negara R publi
Indonesia Nomor 5449);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 t ntanc
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg an P merintahan
Daerah (Lernbaran Negar R publik Indone ia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lernbaran Nega Repuhlik Indon 1

Nomor 6041);

23. Peraruran Pr siden Nomor 87 Tahun 2014 t ntnn
P laksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan
P mbentukan Peraturan P rundan -undan an (Lernb n

gam Republik Indon j Tahun 201 Nom r 1 9);
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.J. p(~ 'hi 10 M(ntcri So<inl N irnor 8 Tnhun 012 rcntnng
P doru 11\ Pcndnt UHl dun P rigelolnun Dum Pen andung
M '~Hllh K scj rhtr-runu Sosinl dnn Pot onRi dan Surnher
Kcsrjnluernun Sosinl [Beritn N gnrn Rcpublik Indonesia
rlum )01 ...N mol' r::b7);

PC"uur til M uteri Dnlurn Negcri Nomur 80 Tnhun 2015 tentang
P rnbenrukun Produk lIukum Dneruh (Bcrita Negara Republik
lndoncsin Tuhun 2015 Nomor 2036) sebngairnanu telah diubah
dcngun Peruturnn Ment ri 0," lam Ncgeri Nomor 120 Tnhun
~O 18 tcrunng Pcrubahan Atns P rut uran Menter] Dalarn Negeri
Nomor 80 Tohun 2015 tentang Pembentuk~n Produk Hukum
Dacrnh [Bcritu Negarn Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

2 Pernturan Menteri Sosial Nornor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Tcknis P laynnan Dasar puda Standar Pelayanan MinimaJ
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Knbup terr/Kota (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018
Nornor 868);

_7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011
Nomor 12);

29. Pcraruran Daerah Provinsi Kalimantan Se\atan Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Terhadap PenyaJahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 16);

30. Peraruran Daerah Provinsi Kalimantan Se\atan Nomor 13
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013
Nomor 13);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14
Tahun 20 I3 tentang Penanggulangan <k\andangan dan
Pengemis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2013 Nomor 14);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
Nomor 5);

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 [Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 Nomor 100);
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25. PPKS terdiri dan anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan
(ADK), anak yang memerlukan perlindugan khusus .. lanjut usia terlantar,
penyandang disabilitas, tuna Susila, gelandangan, pengernis, pemulung,
kelompok rninoritas, bekas warga binaan Jembaga pemasyarakatan
(BWBLP), orang dengan HfV/ AIDS (DOHA), korban penyalahgunaan
NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran
berrnasalah sosiaJ (PMBS). korban bencana alam, korban bencana sosial,
perempuan rawan sosial ekonomi, fakir rniskin, keluarga bermasalah sosial
psikologis, keluarga berumah tidak layak huni dan komunitas adat
terpencil.

26. Fakir Miskin adalah orang yang sarna sekali tidak mernpunyai surnber
mata pencaharian darr/atau rnernpunyai sumber mata pencaharian tetapi
tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak
bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

27. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan oIeh Pernerintah, Pemerintah Daerah,
dan/ atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan
pemberdayaan, pendarnpingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga negara.

28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oIeh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

29. Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang telah rnencapai
usia 12 (dua beIas) tahun tetapi be1urn mencapai 18 (delapan belas) tahun
dan belum menikah.

30. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus
yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan
pada ketidakmampuan mental, emosi, danl atau fisiko

31. Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melaJaikan
kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan
wajar, baik seeara rohani, jasmani dan sosial.

32. Human Immunodefeciency Virus yang selanjutnya clisingkat HIV adalah
Virus yang menyerang sistern kekebalan tubuh dan melemahkan
kemampuan tubuh yang melawan infeksi dan penyakit.

33. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS
adalah sindrom atau penyakit yang disebabkan oleh virus HIV.

34. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi
pekerjaan sosiaJ, dan kepeduJian dalarn pekerjaan sosial yang diperoleh
melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan
sosial untuk melaksanakan tugas-tugas peJayanan dan penanganan
masalah sosial.

35. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih
secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya eli bidang
kesejahteraan sosial.
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pengeloJaan kcgiatan ke .kr tariatan.
13) Dina Sosial dalam melak nakan ruga: ' ebagairnana dirnak' u pada

ayat (1), mempunyai uraian tugas ebagai beriku :
a. merurnuskan k bijakan teknin di bidang V"J • e-:1',
b. melaksanakan kebijakan perlindungan dan jarninan t/) rial k rban

bencana alarn dan bencana 0 ial;
c. rnclaksanakan kebijakan rehs bilita ial:
d. rnelaksanakan kebijakan pernberdayaan 3( ial;
e. melak anakan kebijakan penanganan fakir mi kin;

f. membina, mengawa j dan rnengendalikan uni pelak . .na kni
g. rnengelola kegiatan ke kretariatan; dan

h. rnelaksanakan tugas lain dengan bidan tugs
kewenangannya.

(4) Su unan Organi j Dina So ial, terdiri ata :

a. Sekretariat;

b. Bidang Perlindungan dan .Jaminan So ial,

c. Bidang Rehabilita i So ial;
d. Bidang Pernberdayaan S iaJ;

Bidan Penan anan Fakir MJ kin;

f. pernbinaan, pen tew» an clan pcng nds lif1

(2)

inn I .')' jal m -rnpuny. j f Wj' m';)JJk ..~.n;,blfl J J'~,r rr.rr.r: ir r.: J- ;,[
y fig m ,njH( j kcwenimv.vn {),.,7f;,h d:, r f IJ.Vj' fcl r"~ ,:,,, t ;,1 d j t·, ",T v.
~ niul.
Dina So ial dal m m J:JY. ,s, ,J~_:j(J lIJV)J .I;b;w/,;rn;m;, r1jf(t;,y'a~'J'J r':.i·d;~
nyat (1), m rnpunyr if nv,qi:

n. p mu [t k blj:,kan k ni di b;(J;m~~ :.r)'~wl;
b. pink r naan kcbij kiln pcrli JurW;Jn ;m jarnrn ..m v)'~Jf1Jk JrfJ:,

bencan alum dan ben r nn f)#d:-,J;

c. pelak anaall kebijakan r .habilitaoi . J j'JI;

d. pelakaana LO k bijakan pcm :ado:!, an Jf i{;JJ;

pelak anaan kebijakan penanganan Iakir rni iki

( 1 ,

FJf'r';;,n Y. .. '''U
{Jlnnf; • f)'.bl

nM: "
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(1) kretariat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (4) huruf a,
mempunyai tugas rnengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset,
serta rnenyelenggarakan urusan umum dan admlni£,trasi kepegawaian.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1),mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Sosial;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

evaJuasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial;
c. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, dan pengendalian

penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

pengelolaan aset Dinas Sosial;
e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

pengelolaan surat-rnenyurat dan rumah tangga;
f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendaJian

pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat.
(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1),mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan

mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas
Sosial;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan
mengendaJikan evaJuasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial;

c. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina, dan
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, rnernbina, dan
mengendalikan pengelolaan aset Dinas Sosial;

e. menyusun program. mengkoordinasikan, membina, dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. menyusun program, mengkoordinasikan, mernbina, dan
mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pasal 3

Bngian Kedua
Sekretariat

r. nit Pclnk naan Teknis Dneruh: dan
t\ J mpok .Jabatrm Fun sion l.
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(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3
ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
anggamn, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan
aseL

Pasal 5

menyi pkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan
Din s Sosial;

b. men himpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data
perencanaan Dinas Soeial:

c. menyi pkan bahan dan melaksanakan kerja sarna penyusunan
rencana strategis:

d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana
kegiatan;

e. menyiapkan bahan dan menyusun sistern informasi Dinas Sosial;
f. rnenyiapkan bahan dan melaksanaan kerja sarna penyusunan

laporan akuntabilitas kinerja dinas sosiaI;
g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan

pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggu.ngjawaban;
h. rnenyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan

program; dan
1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

Peren annan dan Pelaporan dalarn melaksanakan tugas
dirnak ud pad ayat (1), m mpunyai uraian tugas sebagai

(-)

ran eb airnana dirnaksud dalarn
. mempuny i tugas m laksanakan penyusunan
k gi t n valuasi S rta penyusunan laporan

( )

Pn 14

.m.i s ~t :1 i.urn.m 1 im iksud P id ) . It (1). t rrdiri itns:
11'!In n in [\:'1 \ ron;

Su \~illl Kcunncnn d 111Asct: dU1

su ,;:i.ill mum dan Kcpcgnwninn.

t\l~.IS lnin :-;(su u d ·n'!.In bid tn~'t ugns d n

~ rrn, (11<"11 'k( mlin rsik In. rnrrnbinn, dun
·ft~ I 1:1.111 )r~,tnl~ ..isi. t It II k. m t. d in hubun 'an

. I )



Dipindai dengan CamScanner

(2)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas mengelola surat-menyurat,
ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat
dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi
kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan

surat-rnenyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan
ketatalaksanaan, serta adrninistrasi kepegawaian Dinas Sosial;

( 1)

Pasal6

Sub Bnginn K ~angan dun Aset Reba nirnana dirnakaud puda ayat (I).
m mpunyUl urruun tugas sebagai berikut:

o. m nyiupkan bahan dan menyusun rcncana IregiatalJ peng loluun
kcunngHn dan aset;

b. menyinpkan bahan dan menyusun pctunjuk teknis pengelolaan
k unngan;

c. menyiapkan bahan dan mcnyusun petunjuk teknis pengelolaan aset:
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna penyusunan

rencana anggaran pendapatan dan bclanja Dinas Sosial,
a. menyiapkan bahan, rnelaksanakan analisis kebutuhan, dan

rnenyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan
barang unit;

e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi
keuangan;

f. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pengeloiaan aset;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
h. rnenyiapkan bahan dan menyusun Japoran pertanggungjawaban

keuangan;

J. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban
pengelolaan aset;

J. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan
tunjangan;

k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun
eksternal serta tindak Ianjut hasil pemeriksaan;

I. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan
keuangan dan aset; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

( I
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Dipindai dengan CamScanner

(1) Bidang PerJindungan dan Jaminan SosiaI sebagairnana dirnaksud dalam
PasaJ 2 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,
mengatur, dan mengendalikan pelindungan sosial korban bencana alarn
dan korban bencann sosial serta peJayanan jaminan ~ija1 keluarga.

(2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial daJam melaksanakan tugas
sebagairnana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Iungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendaJian pelindungan sosial korban bencana alam;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian perJindungan sosial korban bencana sosial; dan
c. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, penga ruran , dan

pengendalian pelayanan jaminan sosial keluarga.

PasaJ 7

Bagian Ketiga
Bidang PerJindungan dan Jaminan Sosial

d. rrl 11 iupkun hnlum, 111'11' Iflill Ilfl1' dIU. lUCIIY" 'II' Jrldw'JJ rcl,:11 i
. crtn prngh"pu, lin IIr. ip;

c. m nyi I~k n hnhun U III rnr-lnk 1II11ukUI) PCIIW:JuJIIHn Innilitu I kt; urnuh
lnnggull n,. rta mcngcndallkuu kelr:rl ibn n uIm Kt:frltlJlflJlrl Iinp,k LJn~:H1
Kantor;

f. m .nyiapknn bnhnn d In m ·Juknrtnllkun kql,.illtfll hubungnn
mu yarakut dun k .protokolnn,

g. m .nyiupkan b han anulisu dan vnlunui cfcktiviu« orwmi iJ Ii dun
ket talaksunaun:

h. mcnyiapkan bahun don mcnyusun duftnr norninntif dan aftar urut
kepnngkntan p gawni;

I. rnenyiapknn bahan dan mclnkaanaknn fmliJilnHi p 'nil:Jian kinerja
pegawai;

J. menyiapkon bahan don mcrnproacs a ministraui rnuta j kcpcgawaian:

k. menyi pkan bahan dan m in clola d kum n dan data k pcgawaian:

J. menyiapkan bah n dan mcngcJola informasi k .pcgawaian;
m. menyiapkan bahan pcmbinaan pcgawai: d n
n. melaksanakan tugas Jain S suai dcnu n bidang tugas dan

kewenangannya.

I ,jqll Jtrll~~ I.", ,"
II,I r , If I J til' ItW~~r, I
"'H"II' .','ll if .n

h ru II 'IIII' II" bjlt. III dllft "Wllyl' '"' "f"I""J1"~
.• 11 It rmn urut. Ie prdi I dill Ifr II 'lip III, 11"1

"lIh InJ~lln nl' ynl tit I' rill" krp,,,'f.IHIJIIII.
k fnl Lrk III WII, ("rill l<rprp,IIWllilln;

mr-nvi ipk H1 hnh HI dun In 'Ilk uurkun prrW,rJoJIIII', ralu,,1
C' ~ pcdi .i;

I .



Dipindai dengan CamScanner

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan
sosial korban bencana a1am;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifika i
korban ben can a aJam;

e. menyiapkan bahan, menggalang, dan rnelaksanakan penyaJuran
bantuan sosial korban bencana alam;

f. menyiapkan bahan dan meJaksanakan {a~n~'i ad oka i &0 ial
korban bencana aJam;

g. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan fa ilitasi bantuan hukum
korban bencana alam;

h. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan birnbingan tekni ,1: ihta i,
dan upervi i pengernbangan rta peningkatan pertindun "an .
korban bencan alam:

(J) Seksi Perlindungan Sosia] Korban Bencana Alam se bagai mana
dimaksud daJam Pasal 7 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas
rnelaksanakan dan memberikan birnbingan teknis, fa ilitasi, dan
supervisi perlindungan sosial korban bencana alamo

(2) Seksi Perlindungan SosiaJ Korban Bencana Alam dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcmpunyai uraian tugas
sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan

sosial korban bencana aJarn;
b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data. korban bencana

aJam;

Pa alB

., n Idin ~ PI'rIiIId nJ~ III d IfI .J IIrni" If I L', J' J d IId • rn(.)d~'unI ~J I t JU
'.tOI,.IJ~' J 11 nn dun I ' ud I 1r111 Iy II (I). r r-r r unYHJ ur WHl IUf.~;i •.IJ ~~;'I

t 1 l J 1 .

rnr-r'urnu k In Lr fa In kr:hlj Iku fckui P' JirHJlJn~~:rn dun jurrunun
.J ). ill;

IJ. mr uyun n prfJ~~urn, mcrwk( ordinw ik I , mt:7T,hmll. rn * ~',atur. dan
mer r. -rtdn lika n p lincluru-an ~or iul korb.u bcncnnu ulnm:

c. m on u: un program, mcnzkoordin» ika n, m omblnl1, m ~nmtfur. d: n
m n~~-ndaliknn p -rlinduru; n ()f inl korb n ncanu :)1)' ial:

U. mr-nyuxun program, m -ngko rclina: ikan, m om in'. m .ngatur, dun
m ngcndalikan pelayan n j rninan ~ . ial keluargn: don

c. rnclr ks anakan tuga: lain csuai dengan hidang tu '8 dan
kew or' ngannya.

(4) Bidang Pclindungun d n .Jarnin n So ial Hcbagaimana dimakBud pada
ayat (J). tcrdiri atnn:
a. Scksi Pcrlindungan Sosial Korban Bcncana Alam;
b. Scksi Pcrlindungan oaial Korban Bencana So. in); dan

c. Seksi Jaminan osial Keluarga.



Dipindai dengan CamScanner

(1) ksi P rlindungan SosiaJ Korban Bencana Sosial sebagairnana
dimaksud daJam Pasal 7 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas
rnelaksanakan dan rnemberikan birnbingan teknis, fasilitasi, dan
supervisi perlindungan sosial korban bencana sosiaJ.

(2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dalam melaksanakan
rugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), rnernpunyai uraian tugas
sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana A:egiatan perlindungan

sosial korban bencana sosial;

b. menghirnpun, mengolah, dan menyajikan data terkait korban
bencana sosial;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan
sosial;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi;

e. menyiapkanbahan dan melaksanakan upaya pencegahan korban
bencana sosial;

f. menyiapkan bahan, melaksanakan penggalangan, dan rnenyalurkan
bantuan sosial korban bencana sosial;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi advokasi sosial
korban bencana sosial:

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan Iasilitasi bantuan hukum
korban bencana sosia1;

L menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemulihan
korban bencana sosial;

J. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan fa . i iii reinte
korban bencana so ial;

PasaJ 9

t. rnnl~·.l' ~ in .rh in, m n crnbmgk n, dun merringk tknn purti ipn
III l.Y \ rk \I d 1.101 pcrlindun un 8 ..inl karbon b nc na mum;

j. III ny. ITknn b ihuu dnn men embnngknn j -jun'lIg soainl dan
h mit nn d 111m pcrlindung n sinl korban bencnna alum;

k It) nyi Irk 'm bohnn, men ernbnngkan informasi , melaksanaknn
disernin ~i, nun .luynnnn inf rmasi perlindun an sosial korban
l ·Ill'm l 01 nn;

I. rn 'nY1rpk in b hon don rnclaksanakan norma, standar, prosedur,
d n krit 'rio p rlindungan sosiaJ korban bencana alam;

Ill. men iopk n bahnn dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
k rjnjunit kerja dan instansi terkait daJam penyelenggaraan
p rlindungnn sosial korban bencana alarn;

n. mcnyiopkon bahan, melaksanakan pernantauan, dan evaluasi
p eny I nggarnan perlindungan sosial korban bencana aJarn;
mcnyi pkan bahan dan menyusun laporan kincrja perryelenggaraan
p rlindungan sosial korban bencana alam; dan

p. rnelaksanakan tugas Jain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- 1·1 -



Dipindai dengan CamScanner

(1) Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) huruf c, mernpunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
fasilitasi, dan supervisi pelayanan jaminan sosial anak yatim piatu
terlan tar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas fisik, mental,
fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks
penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami
ketidakmampuan sosial dan ekonomi.

(2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga daJam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan

jaminan sosial keluarga;
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan

jaminan sosial keluarga;
c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data penerima pelayanan

jaminan sosial keluarga;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarreasi dan identifikasi

anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang
disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat
kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita penyakit kronis
yang tergolong berat yang mengaJami ketidakmampuan sosial dan
ekonorni serta penerima Rastra dan PBIJKN;

Pasal 10

k. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan fasilitasi pemulangan korban
bencana sosial dan orang terlantar;

L menyiapkan bahan dan melaksanakan birnbingan rekrus, Iasilitasi
dan supervisi perlindungan sosial korban bencana sosial;

m. menyiapkan bahan, mengembangkan, dan m.eni.n.gka1.kan partisipasi
masyarakat dalam perIindungan sosial korban bencana sosiaJ;

n. menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial serta
kernitraan dalam perlindungan sosial korban bencana sosial;

a. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan
diserninasi dan pelayanan infannasi perlindungan somal korban
bencana sosial;

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, stan dar, prosedur,
dan kriteria perlindungan sosial korban bencana sosiaJ;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
keIjajunit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan
perlindungan sosiaJ korban bencana sosial;

r. menyiapkan bahan, melaksanakan pernantauan dan evaluasi
penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana sosial;

s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan
perlindungan sosial korban bencana sosial; dan

t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- 15-



Dipindai dengan CamScanner

(2)

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
huruf c, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pemulihan dan pengembangan kernampuan dalam upaya
rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi penyandang disabilitasi dan lanjut
usia tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pen.gaturan, dan

pengendalian pemulihan serta pengembangan kemampuan
rehabilitasi sosial anak;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pemulihan serta pengembangan. kemampuan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan

(1)

Pasal 11

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

e. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan bantuan
langsung berkelanjutan bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia
terlan tar , dan penyandang disabilitas fisik, mental.. fisik dan mental
yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita
penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami
ketidakmampuan sosiaJ dan ekonorni;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi
dan supervisi pelayanan jaminan sosial bagi anak yatim piatu
terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas fisik,
mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong
berat, eks penderita penyakit kronis yang ter~g berat yang
mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;

g. menyiapkan bahan dan mengembangkan kemitraan dalam
pelayanan jaminan sosial bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia
terlantar, dan penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental
yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita
penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalarni
ketidakmampuan sosial dan ekonomi;

h. menyiapkan bahan, mengembangkan inforrnasi, melaksanakan
diseminasi dan pelayanan informasi pelayanan jaminan sosial
keluarga;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur,
dan kriteria pelayanan jaminan sosial keluarga;

J. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelayanan jaminan sosial keluarga;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan klnerja pelayanan
jaminan sosial keluarga; dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- 16-



Dipindai dengan CamScanner

e.

n
bahan dan melaksanakan inventari

,an terlantar, an berhadapan den an hu urn,
butuhan khu u

dan

do

( ) k i R h bilitasi sial Anak seba imana dirnaksud dalarn Pasal 11
y t (4) huruf ,m rnpunyai rugas m laksanakan dan mernbcrikan
imbin tekni , f silita i, dan supervisi kegiatan r h bilita iiI
n k t rt ntar, anak berhadapan dengan nukum, dan annk

berk buruh n khusus.
(_) ksi Rehabilitasi So ial Anak dalam rnelaksanakan ru

dimak ud pada ayat (1),mernpunyai uraian tug b

menyi pkan bahan dan m nyusun rencan kegiatan rehabilitasi
in] anak rerlan tar , anak berhadapan den an hukum, dan anak

berk butuhan khusus;
menghirnpun, mengolah, dan menyajikan data anak terlantar, ru k
berh d pan dengan hukum, dan anak berkeburuhan khu u ;

c. men iapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabili i
nak t rlantnr, anak berhadapan dengan hukum, dan annk
kebutuhan khusu ;

P 1 1

. ·k...i h ilit L i si I Anak:
ksi h ilit si sial P n 't ndan Di abili s dan Lanjut U in.dun
ksi h ilit; si Tuna 0 ial dan Korban P rd gan an ron.

r. irnnn I dim k. ud pad I af (1), t rdiri

tU .1. J tin . . u danden n bld nR tu

m mbin , m n~ leur, dan
d n k r an perd E-t ng lfl

1m
cfm

m n ur, d III

In

rW.lf H n. l n
ern m] I ITl

I~



Dipindai dengan CamScanner

Seksi Rehabilitasi So ial Pcnyandang Disabilita dan Lanjut U ia
s bagairnana dirnak ud dalarn Pa al 11 ayat (4) huruf b, mempunyai
rugu m laksanakan dan memberikan birnbingan tekni9., fa. ~ i, d~
upervisi kegiatnn rehabili j 0 inl penynn~g .~\ bilita fl Jk,

mcntalj'ck p ikotik, n orik, intelekrual , dan disabilita nda, rta
r hubilita i 0 ial Ianjut u itt.

( ) )

Pasal 13

mr-nv, .pl< III hulllln d" u nn-Iuk mukun peruwurnn don pengu rhnn
III II tr rhuunr, Inull hrrl! «lup III dr-nJ'un hukurn, don nnnk
111-1 Iwbu t II hun 1<111. La ;

f~· IlwnyillplwIl buhnn dun me-Ink nnnknn bimhinJ~llnm n'HI pirituul
IIIHk tr-rhintnr, muk hc·rhlldllJ un rl ·n('nll hukum, dan nnuk
br-rkchu iuhun kl IWllW;

h. mrnyillpl(Hfl 'JUhlln dun melnkannnknn birnbingnn HOi ittl dun
ltunNeling nunk tcrlruun I n nk berhudnpnn d nr,nn liukutn, don an' k
hrrkrhut uhun khuuun;

l. mr-uvinpknr, bnlum dnn me-lnkunnuknn elnyunnn nkse ihilitan anak
f .rluutnr, nnnk IJrrhucinpnn den I[In hukum, dun anuk bcrkcbutuhan
klu raun;

J. III nyinpknn hnhnn don melaksanuknn birnbingan reso ialisa i dan
bimbingnn lunjut nn ik t ~rJ()ntLlr,anuk berhadapan dengan hukurn,
dnn annk b .rk butuhun khusus:

k. m .nyinpknn buhnn dan mclaki anakan birnbingan teknis, fa HiOO i,
dun sup ervi: i kcgiatan rehubilitaai anak terlantar, anak berhadapan
dcrrgnn hukurn, dan anak bcrkebutuhan khusus;

J. m nyiopkan baht n, mcngernban kan, dan rneningkatkan parti ipasi
rnasynrukat dularn kegiatan rehabilitasi so,"in' aTlaK;

m. m nyiapkun don men 7cmbangkan jejaring sosial dan kemitraan
dnlarn k giatan rchnbilitasi sosial anak;

n. mcnyiapkan bahun don rnelaksanakan Iasilitasi pengembangan dan
penguatan lernbaga sosial kcrnasyarakatan dalam penyelenggaraan
rehnbilitasi sosial anak;

o. mcnyiapkan bahan, mengcmbangkan informasi, melaksanakan
diserninasi, dan pelayanan informasi rehabilitasi sosial anak;

p. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur,
dan kriteria rchabilitaei sosial anak;

q. rncnyiapkan bahan dan rnelaksanakan kerja sarna dengan saruan
kerjaj unit kerja dan instansi terkait dalam penyel nggaraan
rehabilitasl sosial anak;

r. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan pernantauan dan evaluasi
kegiatan rehabilitasi sosial anak;

s. rncnyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan
rehabilitasi sosial anak; dan

t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas don kewenangannya.
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n.

m.

1.

k,

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan resosialisasi dan
bimbingan lanjut penyandang disabilitas fisik, mental/ eks psikotik,
sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi,
dan supervisi kegiatan rehabilitasi penyandang disebilite» Iiaik,
mental/ eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda,
serta lanjut usia;
menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi
rnasyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik, mental/eke psikotik, sensorik .. intelektual, dan
disabilitas ganda, serta lanjut usia;

meoyiapkan dan mengembangkan jejaring sosial ~an. ~emi~
dalam kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fi ik,
mental /eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda,
serta lanjut usia;
menyiapkan bahan dan melaksanakan Iasilitasi pengernbangan dan
penguatan lembaga sosial kema.sy~tan ~ penyelen~ar~
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, men~/ek~ ikotik,
sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta Ianjut u IS;

J.

1.

h.

g.

f.

d.

pxnn nhnn d n m n LJ un r n ana krgiatun r .hubHitu
ny ndang disnbilitns don I njut u in;

d
m" n .h.impun, m ngolah. dan m ny jikan dQ pcnyr ndong

baht d n I njut usia;

m ~ rj pkan bahnn dan menyusun pecunjuk l 101;8 rehnbilitnsl
n1 penyandang disabilitas dan lanjut u ia;

~ 'n iapkan bahan dan meJaksanakan inventnrisa, i rta
Jdenti~k ~i penyandang disabihtas lisik, rnental/eks p ikouk,
s n orik, mteJektual, dan disabiJitas ganda, s rta Janjut u ia:

m~ny1ap~ bahan dan rnelak anakan motivasi dan diagno i.
psiko ?SJ~ pcnyandang disabilitas Ii ik, mental /eks p ikotik,
sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta Janjut usia;

menyiapkan bahan dan meJaksanakan perawatan dan pengasuhan
penyandang disabilitas fisik, mental/eke psikotik, sen orik,
intelektual, dan disabilitas ganda, serta Janjut usia;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan mental spiritual
penyandang disabilitas fisik, mental/ eks ~ikotik, sensorik,
intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan osial dan
konseJing penyandang disabilitas fisik, mental/ eks psikotik,
sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan ak eibilita
penyandang disabilitas fisik, mental /eks psikotik, sensorik,
intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia:

b.

. i I P nv nd ina i. lbilHn: dUll L njur lJ. L. ,j'1 tt
. s( h. nim un d irn 1ksud n" r (J),rikur: mrmpur

m
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c.

b.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi
sosial geJandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan,
korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas,
orang dengan HIV/ AIDS, korban perdagangan orang, dan korban
penyalahgunaan napza di Iuar panti;
menghimpun, mengolah dan menyajikan data gelandangan,
pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak
kekerasan, ekstuna susila, kelompok minoritas, orang dengan
HIV/ AIDS, korban perdagangan orang, serta korban
penyalahgunaan napza di Iuar panti;
menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi
sosial gelandangan, pengernis, bekas warg~ binaan pemasy~tan,
korban tindak kekerasan, ekstuna susila, kelompok mmontas,
orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban
penyalahgunaan napza di Iuar panti;

a.

(1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Karban Perdagangan Orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, mempunyai
tugas menyiapkan melaksanakan dan memberikan birnbingan teknis,
fasilitasi dan supervisi kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan,
pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban tindak
kekerasan, bekas tuna susila, dan korban perdagangan orang serta
orang dengan HIV/ AIDS dan korban penyalahgunaan napza di luar
panti.

(2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dalam
meIaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:

Pasal 14

t.

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Iisik, mcntal/eks psikotik,
sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

s.

r.

q.

p.

~cnyi~pk~ bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan
d~Se~?aSl, d~ pelayanan inforrnasi rehabilitasi sosial penyandang
d~sab~J~tas fisik, mental/eke psikotik, sensorik .. intelektual, dan
disabilitas ganda, serta lanjut usia;

menyiap.k~ bahan dan melaksanakan norma, stan dar, prosedur,
dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik
mentaJ/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda,
serta lanjut usia; ,

menyiapkan bahan da.n melaksanakan kerja sarna dengan satuan
keria/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan
rehabi?ta~i sosial penyandang disabilitas fisik, rnental/eks psikotik,
sensonk, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Iisik, mental/ eks
psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut
usia;

o.
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i.

h.

g.

f.

e.

men oiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta
idcntifik i gelandangan. pengemis, bekas warga binaan

rn syarakatan , korban tindak kekerasan, ekstuna susila,
k lompok minoritas, orang dengan HfV / AlDS, korban perdagangan
or ng, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;

m~nyiap~an bahan dan me1a.ksanakan motivasi dan diagnosis
p ikososial gelandangan, pengernis, bekas warga binaan
pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila,
kelornpok minoritas, orang dengan HfV / AlDS, korban perdagangan
orang, serta korban penyaJahgunaan napza di luar panti;

rnenyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pengasuhan
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan,
korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelornpok rninoritas,
orang dengan HfV / AlDS, korban perdagangan orang, serta korban
penyalahgunaan napza di luar panti;

menyiapkan bahan dan melaksanakan birnbingan mental spiritual
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan,
korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok rninoritas,
orang dengan HfV / AlDS, korban perdagangan orang, serta korban
penyalahgunaan napza di luar panti;

menyiapkan bahan dan melaksanakan birnbingan sosial dan
konseling gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila,
kelompok minoritas, orang dengan HIV / AlDS, korban perdagangan
orang, serta korban penyalahgunaan napza di Iuar panti;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan aksesibilitas
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan,
korban tindak kekerasan, ekstuna susila, kelornpok minoritas,
orang dengan HIV / AlDS, korban perdagangan orang, serta korban
penyalahgunaan napza eli Iuar pan ti;

J. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan resosialisasi dan
bimbingan lanjut gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila,
kelompok minoritas, orang dengan HIV / AIDS, korban perdagangan
orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi
dan supervisi kegiatan rehabilitasi gelandangan, pengemis, bekas
warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna
susila, kelompok minoritas, orang dengan HfV / AIDS, korban
perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar
panti;

I. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan,
pengernis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak
kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan
HfV/ AIDS, korban perdagangan orang, serta korban
penyalahgunaan napza di luar panti;
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t.

s.

r.

q.

p.

mr-n 'I If III huh In 1111 mel I t !fJIIl< III I., I", "I)~ ,ub IllVoII,1 d I"

rWlI " III I, ml I .~ j ( Inl k'·111 I y., dW'111I dill uu IWIIV J"'''v,.,llr 1111,

re hubilitru i WHllJ grlllndnn ....un, pr'lfJ. 1111 . 'wi IJ Wltf, a IHlllI'fj
J mu: y If rk f in, ko hnn lindol! 1,.., ('fli 1111, r)"{ t'"11i II JIll,
~ 1 rnpok rninorium, nrlll1p' d'-Il"~tln IIJV IAIDt " ~ h,.\\\ l~fdIlHl"'.~1f1l
or lng. s .rtn knrb In pen IIll1hf'llnlllln II 'I .I.Hd Iuur rIUl'!;
m nyi pk an b ihnn, rm nfo!'mLJItI1Kkii11 Jt,fo run l, 1IIr1l1k ,••n"lwr,
eli min .. i, don peluyun 10 informn i rrhublJifll d 10 I,.' ~~r'lIl1d"fl~~lIfl,
p eng rnis, bekns wnrgn hinunn pernn yurukntrur, J{O hun f,ndllk
k ker son, °kl tunn usil», keloru] ok 11\rv.,dt,l\., hr H Po d':IIHI.n
IIlV/AIDS, korbnn perdngnngnn Ofllflp" rtn IwrlJ('
penyalah unnun nupza di lunr punri:

m nyiopkon b hun don rnelukannuknn norma, tnnrlnr, pro cdur,
don kritcri r 'hauiliLusi aosinl elundnngnn, pcngem] 1, bckn I WfJrV,H
bina n p rna yarakntan, karbon tindnk k zkcr n- un, ck tunu u ilu,
k lornpok minoritas, orang dengun J flV / AIDS, korbnn rdDI' nglln
oran . serta korbnn p nynlnhgunann nupza eli Jun.r pnnti;

mcnyiapkon bahan dan rnelaksanak n k rja nnrnu dcngun wLufin
kerja Zunit kerja dan in tnnsi terkuit dalnrn penycJ 'nP-J~(lm_Slrl
rehabilitasi sosial gelandangan, pengernis. bekns wargo binaan
pemasyarakatan, korban tindak kekcrusan, ek tuna u din,
kelornpok minoritas, orang dcngan HJV/ AID , korban p rdugungnn
orang, serta korban pcnyalahgunaan napza di JU{Jr pants;

menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pemantauan don valua j
kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengernis, beka warge
binaan pernasyarakatan, korban tindak k kera n, ek tuna u ila,
kelompok minoritas, orang dengan HIV / AIDS, korban perdagangan
orang, serta korban pcnyalahgunaan nupza di lu r panti;

menyiapkan bahan dan menyusun 1-poran kinerja kcgiutan
rehabilitasi sosiaJ gelandangan, pengernis, beka warga binnnn
pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna usilu,
kelompok rninoritas, orang dengan HIV / AIDS, korban perdag: n c n
orang, serta korban penyalahgunaan napza dj Ju r panti; dun

rnelaksanakan tugas Jain sesuai bidang tugas dan kew(!nanp'~Jnny[J.

n

rn r \'IIJ T I. n rtH II ' IJlhdr I '1 I j II Ira,: (' '" d." ,,.'lIlt,1l "'
I ti, ru l.r- ~IIIHII r h dlllllJl Iill ~~-1'lld II. Itll, I' fI,~ "., . I" J. I.

rn I vur Ii If Itn j I lid, ,J I II. d II I , t. I", l" I "f I

"WIIII if I. ", I".~II II . III I IIV IAll i:. ~f" Ihlll

III HI~.. ,.,'1 kru hun P IIY' "lhJ,'"la HI flllP/' " IlIi"
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(1) Bid ng Pernb rdayaan Sosia] sebagairnana dirnaksud daJam Pasal 2 ayat
(4) huruf d, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, rnengatur,
d~ m ngendalikan pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan
o tal dan kelembagaan sosial, pemberdayaan perorengan, keluarga dan
pengelolaan sumber dana sosial, serta kepahlawanan dan
k setiakawanan.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial daJam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, perrgaruran, Iasilitasi
dan pengendalian pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan
sosial dan kelembagaan sosiaJ;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi
dan pengendalian pemberdayaan perorangan, keluarga dan
masyarakat, serta pengelolaan sumber dana sosial; dan

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi
dan pengendalian pengembangan semangat kepahlawanan, dan
kesetiakawanan.

(3) Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagairnana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai bcrikut:
a. merumuskan bahan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,

memfasilitasi dan mengendalikan pemberdayaan potensi sumber daya
kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
memfasilitasi dan mengendalikan pemberdayaan perorangan, keluarga
dan rnasyarakat, serta pengelolaan sumber dana sosial;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
memfasilitasi dan mengendaJikan pengembangan semangat
kepahlawanan, dan kesetiakawanan; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

(4) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
a. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dan

Kelembagaan Sosial;
b. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber

Dana Sosial; dan
c. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan.

Pasal 15

Baginn Kelima
Bidan Pemberdnynan Sosial
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Pnsnl 16

(1) ~ ksi P mb rd ynan Pot nsi Sumbcr 0 yo K sejnhtcrann Sosial don
K 1 mb gaan Sosinl, 5 bngairnnna dimaksud dnlarn Pasal J 5 nynt (4)
hun~f a, m~~pu~Ynt tugas m laksanaknn dan memberiknn bimbingan
t knis, f silitasi don supervisi pengembangan,pemberdayaon dan
ningkatan partisipasi lembaga dan/stau perorangan sebagai potensi

sum?cr daya kesejahteraan sosiaJ dalarn penyetenggarucn
kesejaht raan sosial dalam penyelenggaraan keseiahteraan sosiaJ
masyarakat.

(2) Seksi Pcmberdayaan Potensi Surnber Daya Kesejahteraan Sosial dan
Kelernbagaan Sosial dalam melaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud
pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rerrcana kegiatan
pengembangan, pernberdayaan dan peningkatan partisipasi
potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dan kelernbagaan
sosial;

b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Pekerja Sosial
Profesional, Pckerja Sosial Masyarakat, Terune SiBgB Bencana,
Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana
Kesejahteraan Sosial KeIuarga Berbasis Masyarakat, Wanita
Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional,
Penyuluh SosiaI Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecarnatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan
sosial dan keIembagaan sosial;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis
pengembangan, pemberdayan dan peningkatan peran potensi dan
sumber daya kesejahteraan dan kelembagaan sosial;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta
identifikasi Pekerja SosiaJ Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat,
Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang
Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga
Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial KeIuarga Berbasis
Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan SosiaJ, Penyuluh
SosiaI Fungsional, Penyuluh SosiaJ Masyarakat, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang
berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosiaJ;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan diagnosis dan motivasi
Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna
Siaga Bencana, Lernbaga Kesejahteraan SosiaJ, Karang Taruna,
Lernbaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner,
Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat,
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, PenyuJuh Sosial
Fungsional, Penyuluh Sosial Masyaralmt, Tenaga Xesejahteraan
Sosial Kecarnatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi
kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
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f. m nyi pkan bahan dan rnelaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi,
d n u rvisi pengernbangan, pernberdayaan dan peningkatan

tisipa i Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat,
Taruna Siaga B ncana, Lernbaga Kesejahteraan Sosial , Kamng
T runa, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga
Pioner, Wahan a Kesejahteraan Soaial KduaI"Ka Berbasis
[asyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan SosiaI, Penyuluh
Sosial F'ungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga
Ke ejahteraan Sosial Kecarnatan, dan Dunia Usaha yang
bcrorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosiaJ;
menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan kelembagaan
masyarakat dalam pengembangan, pemberdayaan dan
peningkatan partisipasi Pekerja Sosial ProfesionaJ, Pekerja Sosial
Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan
Sosial, Karang Taruna, Lernbaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga
Berbasis Masyarakat, Wanita Pernimpin Kesejahteraan Sosial,
Penyuluh Sosial Fungsional, PenyuJuh Sosial Masyarakat, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang
berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kernitraan
dan penggalangan dana rnasyarakat dalam pengembangan,
pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial
Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana,
Lembaga Kesejahteraan SosiaJ, Karang Taruna, Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana
Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Maco~arnkat, Wanita
Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional,
Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan
sosial dan kelembagaan sosial;

1. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pemberdayaan dan
peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial
Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan
SosiaJ, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan SosiaJ Keluarga
Berbasis Masyarakat, Wanita Pernimpin Kesejahteraan Sosial,
Penyuluh Sosial FungsionaJ, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang
berorientasi kesejahteraan sosiaJ dan kelembagaan sosial;

j. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan
diseminasi dan pelayanan informasi pengembangan,
pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial
Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana,
Lernbaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga
KonsuJtasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana
Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis MabYarakat, Wanita
Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional,
Penyuluh Sosial Masyarakat, Tennga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan
sosial dan kelembagaan sosial;
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(1) Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Surnber
Dana SosiaJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)huruf b,
mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dan
fasilitasi pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Pengelolaan
Sumber Dana Sosial.

(2) Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber
Dana Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan

inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi pemberdayaan
perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana
sosial;

b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data perorangan,
keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi
pemberdayaan perorangan, keluarga, masyarakat dan
pengelolaan sumber dana sosial;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta
identifikasi perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan
sumber dana sosial;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi akses
komunikasi pengembangan dan pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
kerjaj'unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi
pengembangan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga,
masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;

Pasal 17

k. men}; pkan br han dan melaksanakan norma, standar, prosedur,
dan krit ria peng mbangan, pemberdayaan dan peningkatan
pnrti ip i potensi dan sumber daya kesejahteraan sosiaJ dan
k 1rrnb gaan sosial;

I. m nyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
k rjnl unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan,
pernberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber
daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kegiatan pengernbangan, pemberdayaan dan peningkatan
partisipasi potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dan
kelembagaan sosial;

n. menyiapkan bahan dan menyusun lapornn kim:rja kegiatan
pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi
potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan
sosial; dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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(1) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, rnernbina,
mengatu~, dan mengendalikan identifikasi dan penguatan kapasitas,
~ndampmgan dan pemberdayaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan
stirnulan serta penataan Jingkungan sosial.

(2) Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian identifikasi dan penguatan kapasitas;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pen gaturan , dan

pengendalian pendampingan dan pernberdayaan; dan
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian pengelo1aan dan penyaluran bantuan stimulan serta
penataan lingkungan sosial.

(3) Bidang Penanganan Fakir Miskin dalarn melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. merumuskan bahan kebijakan teknis penanganan fakir rniskin;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan identifikasi dan penguatan kapasitas;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan pendampingan dan pemberdayaan;
d. menyusun program, rnengoordinasikan, mernbina, mengatur, dan

mengendalikan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta
penataan lingkungan sosial; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan biUang tugas dan
kewenangannya.

(4) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
tercliri atas:
a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan

Lingkungan SosiaJ.

Pasal 19

Bagian Keenarn
Bidang Penanganan Fakir Miskin

k. mcnyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan
dan pcJestanan nilai-niJaj kepahJawanan dan kesetiakawanan; dan

1. rnelak anakan tugas lain sesuai dengo~ l-jd
k LU.l U. tl.I1g rugae danewenangannya.

- 28 -
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(2)

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (4) huruf b, mernpunyai tugas ~e~aksanakan dan
memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan SUpeTVlSI upaya terarah,
terpadu dan berkelanjutan pendampingan dan pemberdayaan
kesejahteraan fakir miskin.
Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan dalam mel&!,~ tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyw uraian tuga
sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun ~n~B: kegiatan pendampingan

dan pemberdayaan kesejahteraan fakir miskin:

(I)

Pasal21

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis identifikasi dan
penguatan kapasitas fakir miskin;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi
fakir miskin;

e. menyiapkan bahan, melaksanakan identifikasi dan penguatan
kapasitas sosial fakir miskin;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi penguatan dan
peningkatan kapasitas kesejahteraan sosial fakir .miskin;

g. menyiapkan bahan dan melaksanaan identifikasi pemangku
kepentingan dalam penguatan kapasitas kesejahteraan fakir miskin;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi,
dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas sosial fakir
miskin;

i. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
kerjaj'unit kerja dan Instansi terkait dalarn penanganan fakir miskin;

j. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi dan penguatan
kapasitas penanganan fakir miskin;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan; dan
1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(..)

~ . lde 1, ntifikosi dLU1 Penguatan Kapasitas sebagaimana dirnaksud
dnlarn ~n al I? a~at (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan
mrmbenknn btmbmgan teknis, fasilitasi, dan supervisi upaya terarah
t rpadu,. pelapornn pelnksanaan identifikasi dan pemetaan sem:
berk lanjutan.

Seksi l~entifi~sj dan Penguatan Kapasitas dalarn rnelaksanakan tugas
seb~lgrumana dirnaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a. rnenyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan identifikasi dan
penguatan kapasitas kesejahteraan fakir miskin;

h. mengh.i~pun, mengolah, mengidentifikasi, pettgueten kapasitas,
rnenyajikan data PSI JKN fakir miskin:,

(I)

Posol 20
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(4

(3)

(2)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Bidang dipirnpin oleh seorang Kepala Bid~g yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian dipirnpin oleh se~rang Kepala Sub B~an
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretari .

Ma ing-rna ing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala ~ i ~g
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada maamg-masmg
Kepala Bidang.

(1)

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

PasaJ 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas
sejumJah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana climaksud pada ayat (1),
dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perund an g-undangan.

PasaJ 25

Kelompok Jabatan FungsionaJ sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (4)
huruf g, mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

8agian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Kctcntu n ten~g Pembe~~. Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit
P I ks ana Tekriis Daerah di Lmgkungan Dinas Sosial sebagaimana dirnaksud
dalarn Pasal 2 ayat (4) huruf f, diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur.

8agian Kerujuh
Unit PeJaksana Teknis Daerah

Pasal23

f. tu _J • dkan p-~anti: uun , evaJ~ j dan m rnbuat laporan pelak nr an
. n k .gw . n padu . ek I P ngelolaun dan penyaluran bantuan
mul n , rta penatoan Iingkungan 0 ia I;

, m laksanakan tuga lain esuai bidang ruga dan kewenangannya.

-. 1 -
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Diundangkan di 8anjarbaru
pada tanggal l8 Mo.("t.~ '2J.)'l£)

SEKRETARlS DAERAH PROVINSl

KALlMAN~ ~ELATAN,

d:C~R1S
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR

SAHBIRIN NOOR

Ditctapkan di
pada tanggal

GUBERNUR

P rruturun ubernur ini muloi berlaku pada tanggal diundangkan.
Ag r setiap orang rnengetahuinya, mcrnerintahkan pengundangan Peraturan
Gubcmur ini dcngan pencmpatannya dalarn Berita Dacrah.

Po 812

I t j l IHi Per tur I ' b n r i j rnulni berlaku, rnnka Pernturan Gubcrriur
Knhrnnri n. ~ lu n Nornor 0 J J ( Tuh n 2(J] 7 IcntnnJ.( TU.'lJi Pokok, 'un~~i,

Uruir n Tugu: Dina So iul Pruvin i Kalirnun n Sclatan [Berita On rah
Pr vin 1 Knlirn ntnn .' 'lalHn Tuhun 2017 N irnor ] 1(iI, dicabut dan dinyatnkan
tid rk b rlaku.
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